KATA PENGANTAR

Sudah sejak lama dirasakan kebutuhan suatu pedoman baku dalam
melaksanakan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan.

Untuk keperluan itu, pada tahun 2004 Asisten Bidang Pengawasan dan
Pembinaan Mahkamah Agung RI telah menyusun Pedoman Umum
Pelaksanaan Tugas Pengawasan oleh Mahkamah Agung RI dan telah
disosialisasikan pada Rapat Kerja Nasional tahun 2004 di Semarang, Pedoman
ini masih bersifat umum dan belum rinci, sehingga perlu disempurnakan.

Pada Tahun 2006, setelah Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan
Mahkamah Agung ditingkatkan menjadi Badan Pengawasan, disusunlah
penyempurnaan pedoman tersebut yang kemudian dituangkan di dalam Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan dan telah
disosialisasikan pada Rapat Kerja Nasional Tahun 2006 di Batam, serta telah
pula dicetak dalam bentuk buku yang kemudian dikenal dengan sebutan
“Buku Hitam”.

Dari pengalaman di lapangan, dirasakan suatu kebutuhan instrumen
pemeriksaan, untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan melekat pada
Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung telah menyusun
berbagai instrumen pemeriksaan sebagai kelengkapan dari Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIIl/
2006 tanggal 24 Agustus 2006 yang seluruhnya disebut “Buku IV”.

Diharapkan pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan dalam
pelaksanaan pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, sehingga
pengawasan internal di lembaga peradilan dapat berjalan secara tertib,
sistematis, terarah dan efektif.

Jakarta, Agustus 2007
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Nomor : 145/ KMA /SK/VIII /2007
TENTANG
MEMBERLAKUKAN BUKU IV

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN BADAN-BADAN PERADILAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

Menimbang

Mengingat

Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan
jajaran pengadilan empat lingkungan Peradilan di
Semarang tahun 2004, di Denpasar tahun 2005 dan di
Batam tahun 2006 khususnya mengenai Pengawasan;

Bahwa, untuk melengkapi Pedoman Pengawasan
sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006
tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, perlu
disusun Instrumen Pengawasan;

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman;



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Vi

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung - RI Nomor :
KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga
Peradilan;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung - RI Nomor :
KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan
Tingkat Pertama dalam melaksanakan Pengawasan;

MEMUTUSKAN

Memberlakukan Buku IV tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

Memerintahkan seluruh Satuan Kerja untuk menggunakan
pedoman dan instrumen pengawasan ini dalam melaksa-
nakan pengawasan fungsional dan pengawasan melekat
pada semua badan peradilan;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : JAKARTA
Pada Tanggal : 29 Agustus 2007
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